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BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR L(I TAHUN 2018 

TENTANG 

. PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu 

,. 	 m,enetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 1. 	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 64, Tambahan 	Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3452); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah 

diubah bebera.pa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepubHk 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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. 4. 	 Peraturan Pemerintnh Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran. Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri NomOT 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
,. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 

2016 NomOT 874), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negei-i Nomor 109 Tahun 2016; 

9. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat ' 

Tahun 2011 Nomor I); 

10. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 

Nomor 3}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016; 

ll. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 

Nomor4); 



12. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2012 Nomor 5); 

13. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

14. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 

Tabun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 9); 

15. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 

6}; 

16. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor..... 

Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Barat Tahun 2017 Nomor ... ). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdin dan : 

1. 	Pendapatim 

a. 	Pendapatan AsH Daerah Rp 46.789.226.369,18 

h. 	Dana Penmbangan Rp 773.064.817.356,00 

c. 	 Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 249.277.999.415,23 

Jumlah Pendapatan Rp1.069.132.043.140,41 



; 

2 . Belanja 

<• a. Belanja Tidak Langsung.p 
1) Belanja Pegawai Rp 322.243.020.818,00 

2) Belanja Bunga Rp 0,00 

3) Belanja Subsidi Rp 0,00 

4} .Belanja Hibah Rp 21.326.186.137,00 

5) Belanja Bantuan Sasial Rp 100.000.000,00 

6) Belanja Bagi HasH Rp 1.077.477.100,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 159.871.619.383,00 

8) Belanja Tidak Terduga R:t;! 1.121.077.915,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 505.739.381.353,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 51.842.502.311,00 

2) BelanJa Barang dan Jasa Rp 216.129.629.666,00 

3) Belanja Modal R:t;! 348.669.021.804,71 

JuroJah Belaqja Langsung Rp 616.641.153.781,71 
; , 

Jumlah Belanja 	 Rp 1.122.380.535.134,71 

0 
; 	

Surplus/ (Defisit) (Rp 53.248.491.994,30) 
;ii-.. 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 	 Rp 83.235.274.347,11 

b. 	Pengeluaran R,R 2.400.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 80.835.274.347,11 

SiLPA tahun berkenaan 	 Rp 27.586.782.352,81 

Pasal2 

Ringkasan laporan realisasi an.ggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantJ.im dalam lampiran I Peraturan Bupati mi. 

; 	
Pasal 3 

, 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci Icbih lanjut ke dalam pcnjabaran laporan realisasi anggaran. 
~". 
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Pasa14 

Penjab~an laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal6 

Peratunfu Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Barat. 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal, (if Aqu)Jv~ 2018 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

P OSIL MABSUS 

Diundangkan di Liwa 

pada tanggal 1l( A9'WM-:2018 

;;:>-t:;~RAH 
PUNGBARAT, 

BERITA 'DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR ito 
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NOMOR 

1 

3 

, 3.1 

3:1.1 

3.1.2 

3,1.3 

3.1.4 

3,1.5 

I 

3.1.6 

i 3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

I 3.3 

URAIAN 

2 

PEMBIAYAAN DAERAH 


PENERlMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 


~~~~p~~ih Perflitungan Anggaran ~aerah Tahun Sebelum.nya 


Pencairan Dima Cadangan 


HasH Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 


Penerimaan Pinjaman Daerah 


Penerimaan Kembeli Pemberian Pinjaman Daerah 


Piutang Daerah 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

PENGElUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 


Pembentukan Dana Cadangan 


Penyertaan Modal (Investasi) Pemenntah Daerah 


Pembayaran Pokok Hutang 


Pemberian Pinjaman Daerah 


Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Pemblayaan Nato 

Sisa LGbih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan ."" 

ANGGARAN 

2011 


3 

83.235.274,341,11 

83.235.274.347.11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

83.235.274.347,11 

2.400.000.000,00 

0,00 

2.400.000.000,00 

0,00 

0,00 

2.400.000.000,00 

M ..~~ ?7A '<A7" 

REALISASI REALiSASI 
I %2011 201& I 

4 5 6I 

83.235.214.347,11 100,00 69.494.027,761,112 

S3,2~5,274.347,11 100,00 69.494.027.761,82 

0,00 0,00 , 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0.00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

83.235.274.347,11 69.494.027.761,8210°1°0 

2.400.000.000,00 100,00 7.974.000.000,00 

0.00 0,00 0.00 

2.400,000.000,00 100,00 7.950.000.000,00 

0.00 0,00 24.000.000,00 

0,00 0,00 0,00 

2.400.000.000,00 100,00 1.974.000.000,00 

An ,,~~ .'7.t ....,. 11 100,00 ..1 .,n M7.761,82 
, 

27.588.182.352,81 83.235.274.347,11 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

c:?­
OSILMABSUS 

tH- ,,",-, -----t--;---,../4 
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Jumlah 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

!(ode Rellenlng 

1 

Uraian 
Angg...n_lah 

Penlbahon 

(Rp) 

4 

(Rp) 

5 

Ponjela••n 

% 

6 7 

!.2.15. Belani.1 0,00 100.00 
,~.15.01. I .00 10000 

.. r.15.02.IBelanla 0,00 100.00 

~:: ~-r-------I 

:-1----P'~ .... 100,73 

:~~~-------~t------~II 

.11 
~147:316~'f.'-1-:f.C1.68::~____----J 

!0,00 100.00 
. 

IBo"ni. Sew. 1 dan I ,Kanfn,' 0,00 1~00 . 
. IBelanl. I SOludlo . 0.00 100.00 

..... 
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BUPATI'LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR: t¥.. TAHUN 2018 

TENTANG 

. KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL 
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang· 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 35 Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon Perlu, 
menetapkan Peraturan Bupati tentang kewenangan Pekon 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Pekon. 

Mengingat .' 1. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 

• 	 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
o 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lerribaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 



" 

5. 	 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

• 	 Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

,; dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); ~ , 

6. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Pemerintahan Desa; 

7. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan; 	 PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEKON 
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 
BERSKALA PEKON. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ; 


1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung 6arat; 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 
3. 	 Bupati. adalah Bupati Lampung Barat; 

•• 4 . Pekon adalah Pekon dan Pekon adat selanjutnya disebut Pekon, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

<• masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
r-- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisterrl' 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
5. 	 Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. 	 Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Pekon; 

7. 	 Peratin adalah kepala Pemerintahan Pekon dalam lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat; 

8. 	 Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis ; 

9. 	 Musyawarah pekon adalah musyawarah antara LHP, Pemerintahan Pekon, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
Pekon untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 

10. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
• oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP; 

11. 	 Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Pekon; 



, , 

12. 	 Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi 
kewenangan dibidang penyelenggara Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan 
Pembangunan Pekon, Pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan 

'; 	 Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 
• isti~qat Pekon; 

13. 	 Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan 
yang masih hidup dan prakarsa pekon atau prakarsa Pekon sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat; 

14. 	 Kewenangan lokal berskala pekon adalah kewenangan yang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang dijalankan oleh Pekon atau 

, mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon. 

BAB II 
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

Pasa12 
(1) 	 Kewenangan'berdasarkan hak asal usul pekon meliputi : 

a. sistem organisasi perangkat Pekon; 
b. sistemorganisasi masyarakat adat; 
c. 	pembinaan kelembagaan masyarakat; 
d. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
e. 	pengelolaan tanah kas Pekon; 
f. 	 pengelolaan tanah Pekon atau tanah hak milik Pekon yang menggunakan 

sebutan setempat; , 
g. 	pengelolaan tanah bengkok; 
h. pengelolaan tanah pecatu; 
i. 	pengelolaan tanah titisara; dan 
j. 	pengembangan peran masyarakat Pekon . ., 

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon adat meliputi: 
, a. penataan sistemorganisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 
, b. pranata hukum adat; 

. c. 	pemilikan hak tradisional; 
d. pengelolaan tanah kas Pekon adat; 
e. 	pengelolaan tanah ulayat; 
f. 	 kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Pekon adat; 
g. 	pengisian jabatan kepala Pekon adat dan perangkat Pekon adat; dan 
h. masajabatan kepala Pekon adat. 

BAB III 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON 

Pasa13 

Kriteria kewenangan lokal berskala Pekon meliputi: 

a. 	 kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan.,

masyarakat; 
b. 	 kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di 

dalam wilayah dan masyarakat Pekon yang mempunyai dampak internal 
Pekon; 

c. 	 kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-had 
masyarakat Pekon; 

d. 	 kegiatan yang telah dijalankan oleh Pekon atas dasar prakarsa Pekon; 
e. 	 program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah 

dan piba,k ketiga yang telah diserahkan dan dikelolaoleh Pekon; dan 

o 



" 


,, 

,. 

., 

.~ 

f. 	 kewenangan lokal bersekala Pekon yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-uhdangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupatenjkota. 

Pasa14 
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

individu; 
organiSasi kemasyarakatan; 
perguruan tinggi; 
lembaga swadaya masyarakat; 
lembaga' donor; dan 
perusahaan.. 

Pasa15 
Kewenangan lokal berskala Pekon meUputi : 
a. bidang pemerintahan Pekon; 
b. pemhangunan Pekon; 
c. kemasyarakatan Pekon; dan 
d. pemberdayaan masyarakat Pekon. 

Pasa16 
Kewenangan lokal berskala Pekon dl bidang pemerintahan Pekon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi : 
a. 	 penetapan dan penegasan batas Pekon; 
b. 	 pengembangan sistem admir,istrasi dan informasi Pekon; 
c. 	 pengembangan tata ruang dan peta sosia! Pekon; 
d. 	 pendataan dan pengklasiflkasian tenaga keIja Pekon; 
e. 	 pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non 

pertanian; 
f. 	 pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, 

pencan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 
g. 	 pendataan .penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut 

lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 
h. 	 pendataan penduduk yang bekerja di Iuar negeri; 
i. 	 penetapan organisasi Pemerintah Pekon; 
j. 	 pembentukan Badan Permusyaratan Pekon; 
k. 	 penetapan perangkat Pekon; 
1. 	 penetapan BUM Pekon; 
m. 	penetapan APB Pekon; 
n. 	 penetapan peraturan Pekon; 
o. 	 penetapan kerja sarna antar- Pekon; 
p. 	 pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Pekon; 
q. 	 pendataan potensi Pekon; 
r. 	 pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Pekon; 
~ 	 penetapan Pekon dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, 

rawan pangan, wabah penyakit, gangguan kearnanan, dan kejadian luar biasa 
lainnya 4aIarn skala Pekon; 

t. 	 pengelolaan arsip Pekon; dan 
u. 	 penetapan pos kearnanan dan pas kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sasial masyarakat Pekon. 

+ 
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Pasal 7 
Kewenangan lokal berskala Pekon di bidang pembangunan Pekon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: 
a. pelayanan dasar Pekon; 
b. sarana dan prasarana Pekon; 
c. pengembangan ekonomi lokal Pekon; dan 
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungim Pekon. 

Pasal8 
Kewenangan loka! berskala Pekon di bidang pelayanan dasar sebagaimana 
dimaksud. d.alam Pasa! 7 huruf a antara lain meliputi: 
a. 	 pengembangan pos kesehatan Pekon dan Polindes; 
b. 	 pengembangan tenaga kesehatan Pekon; 
c. 	 pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 

1. layanan gizi untuk balita; 
2. pemeriksaan ibu hamil; 
3. pemberian makanan tambahan; 
4. penyuiuhan kesehatan; 
5. gerakan hidup bersih dan sehat; 
6. 	penimbangan bayi; dan 
7. gerakan sehat untuk lanjut usia. 

d. 	 pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; , 
e. 	 pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di 

Pekon; 
f. 	 pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 
g. 	 pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan 

perpustakaan Pekon; dan 
h. 	 fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Pekon 

Pasa!9 
Kewenangan loka! berskala Pekon di bidang sarana dan prasarana Pekon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi: 
a. 	 pembangunan dan pemeliharaan kantcr dan balai Pekon; 
b. 	 pembangunan dan pemeliharaan jalan Pekon; 
c. 	 pembangunan dan pemeliharaanjalan usaha tani; 
d. 	 pembangunan dan pemeliharaan embung Pekon; 
e. 	 pembangufian energi baru dan terbarukan; 
f. 	 pembangunim dan pemeliharaan rumah ibadah; 
g. 	 pengelolaan pemakaman Pekon dan petilasan; 
h. 	 pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
1. 	 pembartgunan dan pengelolaan air bersih berska!a Pekon; 
j. 	 pembangunandan pemeliharaan irigasi tersier; 
k. 	 pembangunan dan pemeliharaan lapangan Pekon; 
1. 	 pembangunan dan pemeliharaan taman Pekon; 
m. 	pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya 

perikanan; 
n. 	 pengembangan sarana dan prasarana produksi di Pekon; dan 
o. 	 pembangunan tugu (tugu batasjtugu kbjtugu pekon). 



Pasall0 
Kewenangan lokal berskala Pekon bidang pengembangan ekonomi lokal Pekon 
sebagaimana dimaksud \ialam Pasal 7 huruf cantara lain meliputi: 

, 


a. pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon dan kios Pekon; 
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekonj 
c. pengembangan usaha mikro berbasis Pekon; 
d. 	 pendayagunaan keuangan mikro berbasis Pekon; 
e. 	 pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikanj 
f. 	 pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan 

pangan Pekon; 
g. 	 penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Pekon; 
h. 	 pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan 

perikanan secara terpaduj 
i. 	 penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 
j. 	 pengembangan benih lokal; 
k. 	 pengembangan ternak secara kolektif; 
1. 	 pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 
m. 	pendirian dan pengelolaan BUM Pekonj 
n. 	 pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 
o. 	 pengelolaan padang gembala; 
p. 	 pengembangan wisata Pekon di luar rencana induk pengembangan pariwisata 

q. 
r. 

s. 

kabupaten/kota; 
pengelolaan balai benih ikan; 
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan 
perikananjdan 
pengembangan sistem usaha produksi pertanian 
sumberdaya,kelembagaan dan budaya lokal 

hasil 

yang 

pertanian 

bertumpu 

dan 

pada 

Pasal 11 
Kewenanganlokal berskala Pekon di bidang kemasyarakatan Pekon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 
a. 	 membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat 

Pekon; 
b. 	 membina kerukunan warga masyarakat Pekon; , 
c. 	 memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon; 

dan 
d. 	 melestankan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Pekon. 

Pasa112 
Kewenangan lokal berskala Pekon bidang pemberdayaan masyarakat pekon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain: 
a. 	 pengembangan seni budaya lokal; 
b. 	 pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga 

kemasyarakatan dan lembaga adat; 
c. 	 fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 

1. kelompok tani; 
2. 	kelotnpok nelayan; 
3. 	kelompok seni budaya; dan 
4. 	kelompok rnasyarakat lain di Pekon. 

d. 	 pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 
e. 	 fasilitasi terhadap kelompoK-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, 

perempuan, masyarakat'adat, dan difabeli 

, 




f. 	 pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Pekon; 

g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Pekon; 
,i h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 

i. 	 pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan~., pemberdayaan masyarakat; 
j. 	 peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Pekon; 
k. 	 pendayagunaan teknologi tepat guna; dan 
l. 	 peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 

1. 	 kader pemberdayaan masyarakat Pekon; 
2. 	 kelompok usaha ekonomi produktif; 
3. 	 kelompok perempuan; 
4. 	 kelompbk tani; 
5. 	 kelompok masyarakat miskin; 
6. 	 kelompok nelayan; 
7. 	 kelompok pengrajin; 
8. 	 kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
9. 	 kelompok pemuda; dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi Pekon. 

BABIV 
TATA CARA DAN PENETAPAN 

Pasal13 
Peratin bersama-sama LHP harus melibatkan masyarakat Pekon melakukan 
musyawarah .untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Pekon dan daftar yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan ini sesual dengan kebutuhan dan kondisi Pekon. 

Pasal14 
Peratin bersama-sama LHP dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon lalnnya sesuai dengan prakarsa 
masyarakat,. kebutuhan dan kondisi loka! Pekon. 

Pasal15 
Peratin menetapkan Peraturan Pekon tentang kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Pekon. 

Pasal16 
(1) 	Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon 

ditetapkan dengan Peraturan Pekon. 
(2) 	Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi 

kebijakan; program, dan administrasi Pekon dalam bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan 
Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon. 



BABV 
PUNGUTAN DESA 

Pasa117 
(1) 	 Pekon dilarang melakukan pungutan atasjasa layanan administrasi yang 

diberikan kepada masyarakat Pekon. 
(2) 	 Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. surat pengantar; 
b. surat rekomendasij dan 
c. surat keterangan. 

Pasal18 , 
(1) 	 Pekon berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian 

umum, wisata Pekon, pasar Pekon, tambatan perahu, karamba ikan, 
pelelangan ikan, dan lain-lain. 

(2) 	 Pekon dapatmengembangkan dan memperoleh bagi hasH dari usaha bersama 
antara pemerintah Pekon dengan masyarakat Pekon. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Barat. J '\;l,~t~)mmmmll'iHlIiA!IlIll:
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Diundangkandi Liwa 
pacta tanggal 11 Aqu)1v<: 2018 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal J ~ .4quS1u'i 2018 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

SEJ{RE~TARrS:'l)}~ER:AH KABUPATEN 

BERI1'A DA,?RAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR If/ 



